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Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan Fenomena yang biasa dalam dunia bisnis. Namun
kalau hal itu melibatkannya banyak perusahaan, bahkan terjadi dalam waktu yang bersamaan pada suatu
Negara tertentu, maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Hal itulah yang terjadi di Indonesia setelah
terjadinya krisis ekonomi sgjak tahun 1997. Bahkan untuk menangani permasalahan ini, pemerintah
mengeluarkan UU No. 4 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Statblad 1906 No. 348 dan Statblad
1905 No. 217. Ternyata perubahan yang terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 1998 inipun dirasakan belum
memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu diadakan tambahan-tambahan ataupun perubahan-perubahan.
Salah satu masalah yang masih mengganja dan menimbulkan pro dan kontra adalah masalah siapa yang
berwenang mengajukan kepailitan pada perusahaan asuransi. Hal ini penting, karenatidak seperti Bank dan
perusahaan efek yang mendapatkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang
Kepailitan, maka perusahaan asuransi walaupun melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, namun
posisinya disamakan dengan perusahaan lain pada umumnya, dimana semua kreditur dapat mengajukan
permohonan pailit atas suatu perusahaan asuransi. Hal ini dirasakan tidak adil terutama bagi para pemegang
polis. Permasalahan ini selalu timbul manakala suatu perusahaan asurans dipailitkan. Kasus yang cukup
mengegerkan adal ah dengan pailitnya Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia oleh Salah satu
pemegang saham terdahulunya. Dalam rangka melihat Iebih jauh mengenai hal-hal tersebut dan untuk
mencari aternative pengaturan dimasa yang akan datang, maka penulis tertarik meneliti Perlindungan
Nasabah Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Pailitnya Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia)?.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adal ah siapa sgjakah yang sebaiknya berwenang
mempailitkan suatu perusahaan asuransi, apa saja Syarat-syarat permohonan pailit terhadap perusahaan
asuransi dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam pailitnya suatu
perusahaan asuransi. Dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis melakukan
penelitian kepustakaan yaitu dengan jalan mempelgjari buku-buku, artikel, peraturan-peraturan dan putusan
pengadilan tentang kepailitan. Karena pada saat penelitian dilakukan telah keluar ketentuan baru Tentang
Kepailitan yaitu UU No. 37 Tahun 2004, maka pembahasan kemudian dilakukan pula berdasarkan UU baru
ini. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1998, yang berwenang
mengaj ukan pailit atas perusahaan asuransi adalah semua kreditur sedangkan menurut UU No. 37 Tahun
2004, maka kewenangan ini hanya ada pada Menteri Keuangan. Adapun Syarat-syarat permohonan pailit
pada prinsipnyatidak ada perbedaan pengaturan dalam dua UU ini.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dirasakan sangat kurang memberikan perlindungan pada para
nasabah, perlindungan ini terdapat dalam UU baru yaitu dengan hanya Menteri Keuangan yang dapat
mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi, maka kedudukan nasabah lebih terjamin, karena
tidak mudah mempailitkan perusahaan asuransi. Namun demikian dimasa yang akan datang kiranya masih
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perlu diatur lebih lanjut apa yang menjadi pedoman bagi Menteri Keuangan dalam mempailitkan suatu
perusahaan asurans.



